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DEN GAN RA.OMA T TORAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

bahwa dcngan diUDdangkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerim:ahan Daerah dan berlakunya Ktputusan Menteri Dawn 
Negeri Nomor 64 Tahtm 1999 tentang Pedoman Umum P~ran 
mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pedoman SuSIIDln Organi.sasi dan Tata leija Pemerintah Desa; • 

I. Undang • undang Nomor 13 Tahun 19SO tenwig Pembentukan 
Daerah • daerah Kabupatcn Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tcngah; 

• 

2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 19,58 tentang Perubahan Batas-batas 
Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerab Swatantra Tingkat II Semarang 
( Lembaran Negam Tahun 1958 Nomor 118. Tambahan Lombaran 
Negara Nomor 1652) ; , 

~'" ,.... ' 

3. Undang-~Nomor 22 ·if£ 1999 tem:ang Pemerintahan Daerah 
,. (Lembara.,,JN,... TMI/" 1999 N~m~ 60, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3U9f, ,, , •. , .. \ . r 
4. Peraturan • P~ Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotaniadya · Daetah Tuigkat II Semarang ( Lcmbaran Negara Tahun 
1976-Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ; 
,. ,( • ,,,,_ t 

5, , P~IIJ!an Ptmerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan l3alas 
· Wdayah Kot!'ffiadya Dae/ab , Tingkat ll Salatiga dan Kabupaten 
Daerah !~-U Semarang ( Lernbaran Negara Tahun 1992 
Nomor 11~, 'l;ambabanLcmbaran Negara Nomor3500) ; • , 

~ = 
6.• Htput,/san ·Menteri Dawn Negeri Nomor 64 

Pedoman UID1Jl1) Peogaturan Mengenai.Desa ; .. ' .. 
Tabun 1992 1en1ans 

' .. . ' 
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7. Peraturan Dacrah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pcmbentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18 ); 

Memperbalikan: I. Kcputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentaog Manual 
Penyusunan Produk Hukum Dacrah (Lembaran Daenih Kabupaten 
Semarang Tahun 2000 Nomor 11); 

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupateo Semarang 
Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Peoetapan Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemcrintahan Desa/Kelurahan; 

l>EWANi PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAn:N SEMARANG 

Menetapkao 

MEI\IOTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN SUSUNAN 

ORGANISASI DAN TATA Kl!RJA PEME!UNT AH DESA. 

BAB I 

KETENTOAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ioi, yang dimaksud dengan : 
I. Desa adaJah kesatuan masyarakal hukum yang memiliki kewenaogan 

unluk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarlwl asal - usul dan adat - istiadat setempat yang diakui da1ain 
sistim Pernerintahan Nasional dan berada di Oaerah Kabupateo 
Semarang. 

2. Peroerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

3. Badao Perwakilan Desa yang sdanjutnya disingkat BPD adaJah Badan 
Perwakilan Desa yang terdiri dari Pemuka - pemuka masyarakat di Desa 
yang berfuog11i meogayomi adat istiadal, membuat Peraturan Desa, 
meruunpuog dao menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan 
pengawasan techadap penyeleoggaraan Pemeriotah Desa. 

4. Peroerintahan Desa adalah kegiatan pemerinlahan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Desa dan BPD. 

S. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupateo Sematang, 

6. Camat adaJah unsur Perangl<at Daerah sebagai Kepala Kecamatan di 
Dae-rah Kabupaten Semarang , 
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7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat 
Negara Kesatuan Republik l.ndonesia yang terdiri dari Presiden dan Para 
Meoteri. 

8. Pemerintah Propinsi Jawa T engah yang selanjutnya disebut Pemetinlah 
Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah besena Perangkat Daerah 
Propinsi sebagai Badan EksekutifDaerah . 

9. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah 
Kabupaten Semarang sebagai Badan EksekutifDaerah. 

BAB D 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(I) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa 

(2) Pemerintah Desa dipimpin oleb Kepala Desa. 

Per8118kat Desa sebagaimana dimllksud dalain Pasal 2 ayat (1), d4pat terdiri 
dari : i •• 
a. unsur Staf yaitu Sekretariat Desa sebagai UDSUr pelayanan ; 
b. unsur Pelaksaoa yaitu Unsur pelaksana telmis lapangan ; 
c. unsur Wdayah yaitu Unsur pembantu Kepala Desa di wilayah b8j!ian 

Desa dengan sebutan Kepala Dusun atau dengan sebutan lain sesuai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakal sctcmpat. 

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf a terdiri 
dari: 
a. Sekretaris Desa atau Carik yang memimpin Sekretariat Desa; 
b. .Kepala Urusan Pemerintahan ; 
c. l<epala Urusan Pembangunan ; 
d. Kepala Urusan Perekonomian ; 
e. Kepala Urusan KOU8118an ; dan 
f. Kepala Urusan Umum. 

(2) Jundah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (]) huJ'Uf b 
sampai dengan huruf f setiap Desa tidak harus sama, disesuailrao 
dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sena 
kemampwm keuanpi Oesa, dengan ketentuan paling sedikit 3 (liga) 
Kepala Urusan dan paling banyak S ( 1ima ) Kepala Urusan. 

(3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Uru.san, maka 
dimungkinkan adanya pembantu Kepala Urusan atau Stal; yang 
jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. 
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Pasal !I 

(l) UnSUT Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf b, dapat 
terdlri atas : 
a. peJaksana teknis Keamanan. Ketentraman dan Ketertiban ; 

b. pelaksana teknis Keagamaan dan Ada! istiadat ; 

c. pelaksana teknis Penanian ; 

d. pelaksana telrnis Pengairan ; dan 
e. pelakw,a teknis Pemungutan Pendapatan Desa. 

(2) Maslng-masing pelaksana teknis seb;\gaimana tercantum dalam ayat 
(l) huruf a sampai dengan huruf e, dipimpln oleh seorang 
Ketua dengan sebutan sesuai kobutuhan dan kondisi sosial 
budaya masyarakat setempat. 

(3) Jwnlah dan jenis Pelaksana Teknis disesuaikan dengan kebutuhan dan 
kondisi sosial budayamasyatalcat Desa setempat serta kemampuan 
keuan1911 Dcsa. 

Pual 6 

Unsur wilayah sebagaimana dunaksud dalam Pasal 3 huruf c, jumlahnya 
disesuaikan <ie,,gan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyaral<at 
sctcmpat serta kemampuan keuangan Des.a. 

Pasal 7 

(I) S\Jsunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa atas 
persetujuan BPD. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantwn 
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. 

BAB m 

KEDUDUKAN PE!\IERINTAB DESA 

Bagian Kesatu 

Omom 

Pasal 8 

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa yang berkedudukan sebagai Pelaksana 
Pemerintahan Dcsa. 

'· 
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Bagian Kedaa 

Kedudalwl Kepala Desa 

P•sal 9 

Kepala Desa berkedudukan : 
a. seoagai pimpinan Organisasi Pornerintah Desa. bertaoggung jawab 

dalam penytlcnggaraao urusan Pemerintahan Desa dao urusan 
Pemerintahao Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertibao 
scrta menumbuh kemba.ngkan jiwa dan semangat gotOll!l royong 
masyarakat ; 

b. sebagai pimpinan Masyarakat yang dalaro menyelenggarakan 
aktiviiasoya harus memperbatikan kewtuhan, aspirasi dan nilai-nilai 
budaya masyarakat desa setempat dan stlalu menjalin ketjasamanya 
yang erat dcngao pemimpin masyarakat lainnya; 

c. sebagai koordinator dan penggerak Pernbangunan di Desa. 
Kepala Desa merupakan salah satu mktor penenru dalarn upaya 
meocapai ltrjuan pembangunan Desa. 
Uotuk keberhasilan Kepala Desa dalam memainkan peranannya dalarn 
rangka mencapai tujuan pembangunan desa, periu meropuoyai pola pikir, 
pola sikap, pola tindak yang dapat dittladani dan berorienta.si pada 
kepeotingan masyarakat desanya ; dan 

d. scbagai hakim perdamaian Desa. 
Kepala Desa harus marnpu berperao sebagai hakim perdamaian desa 
dengan kualifikasi tertentu yang didasarkan tidak sajapada hukum 
positif yang tertulis, tetapi ju!!ll pada hukum positif yang tidak tertulis. 
Hal ini dipe,lukan dalam upaya membina kerulcunan aotar warga yang 
meoekankan pada penyelesaian secara darnai atas adanya perselisihan / 
persengketaan dan bukan untulc: mengadili suatu perkara. Sccara 
ttadisional seorang Kepala Desa sekaligus berperao sebagai seorang 
pemuka adat dan pemuka agarna. 

Bagian Ketiga 

Ked•d•kae Sekretaris Desa atau Carik 

Pasal 10 

Sekretaris Desa atau Carik. berkecludukao sebagai un.sur staf atau 
pelayanan dibidang ketatausabaan Kepala .Desa dan memimpin Sekretariat 
Desa. 

l 
t 
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Bagian Keempat 

Kedudukan Kepala U rusao 

Pasal 11 

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa atau 
Caril< untuk memberikan pelayanan ketata usahaan kepada Kepala Desa 
sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Oagian Kdima 

Kedudukan Kepala Dosun 

Kepala Dusuo berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa 
dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pclaksanaan tugasnya bcrada 

• dibawah dan bertaoggungjawab kepada Kepala Desa 

Bagian Kttnam 

Kedudulw, Pelakuoa Teknis 

Pasal 13 

Pelaksana teknis berkedudukan sebagai uosur pelaksaoa teknis sesua, 
bidangoya dao bcrtanggungjawab langsung kepada Kepala Desa. 

(1) Tugas Kepala Desa : 

BABIV 

TIJGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Des• 

Paul 14 

a. memimpin penyelengsaraan Pemerimahan Desa ; 
b. membina kehidupan masyarakat Desa ; 
c, membina perekonomian Desa ; 
d. memelihara keten1raman dan ketertiban masyarakat Desa ; 
e. mendarnaikan perselisihao masyarakat di Desa ; 
£ mewakili Desanya di dalam dan di Juar Pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum ; 
g. mcnsajukan R.aocangao Peraturao Desa dan bersama BPD membuat 

Peraturan Desa ; dan 
h. menjaga kelestarian adat - istiadat yang hidup atau bericembang di 

Dcsa. 
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(2) Penyeleoggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud daJarn ayat 
· (I) buruf a, tennasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk 

kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada PernerintAh melalui 
Bupati Semarang dengan tembusan Camat. 

(3) Untuk moodamaikan perselisihan sebegaimana tereantum dalam ayat (1) 
lruruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Perangkat Desa dan lembaga 
kemasyan,lcatan yang ada di Desa. 

(4) Segala porselisihan yang telah didamailcan oleh Kepala Desa benifat 
mengikat masing - masing yang betselisih. 

Pua! 15 

Dalam melalcsanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala 
Dcsa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak 
mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Pua! 16 

Kepala Desa mempuoyai fungsi melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan 
urusan rumah tangganya, mclaksanakan koordinasi, menggeraldcan peran 
sena masyarakat dalam pembengunan, melalcsanakan tugas dari Pemerintah, 
Peroerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten termasuk ketcntraman dan 
ketertiban masyarakat dan mcoyelenggaralcan kegiatan dalam rangka 
pclaksaoaan urusan pemeriotahan laiooya. 

Bagian Kedua 

Sdattaris »- auu Carik 

Pua! 17 

Tugas Selcretaris Desa atau Carik, meyeleoggaral<lln pembinaan dan 
pelaksanaan administrasi Pcmerintahan, Pcmbangunan dan 
Kemasyaralcatan scrta membetikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala 
Desa. 

Pua! 18 

Sekretaris Desa atau Caril< mempunyai fungsi : 
a. melaksanakan urusan surat menyurat, kear,jpan, laporan, melaksanalcan 

urusan keuangan, umsan administrasi umum serta memberikan 
pelayanan teknis dan administratifkepadil Perangkat Desa ; 

b. melalcukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan Perangkat 
Desa; 

c. meogumpulkan bahan eYllluasi data dan rumusan program serta petunjuk 
unl\lk keperluan pembmaan pcnyelcoggaraan tugas Pernerinlah Dcsa, 
Pembangunan dan kemasyarakatan ; 
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d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, 
Perekonomian dan Kcsejahteraan ; 

e. menyusun program k.erja tahunan Desa ; dan 
f. menyusun laporan Pemerintah Dcsa. 

Bagian Keliga 

Kepala Unisan 

Pasal 19 

Tugas Kepala Urusan melaksanakan kegiatan k.etata usahaan dalam bidang 
tugasnya, yaitu : 

a. Kcpala Urusan Pemerintahan : 
I. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi data bidang pemerintahan, 

ketentraman, dan ketertiban ; 
2. mengumpulkan bahan dalarn ranglca pembinaan wilayah dan 

masyarak.at ; 
3. me.laku.kan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dibidang 

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban. 
4. mernbantu pelaksanaan dan pengawasan PEl\til,U ; 
5. membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan 

pertanahan ; 
6. meoyiapkan bahan rapat Kepala Desa ; dan 
7. ll)dakukao rugas-rugas lain yang diberikan Kepala Desa sesua, 

dengan bidang rugasnya. 

b. Kepala Urusan Pembangunan : 
I , mengun,pulkan, mengolah dan mengevaluasi data serta membina 

dibidang pembanguoan, ke.sel>alan, pendidikan, kesejahteraan rakyat 
dan kcagamaan sena swadaya masyarakat; 

2. roerobantu koordinasi pelaksanaan pcmbaogunan serta menjaga 
terpeliharanya sarana dan prasarana fisik lingkungao ; 

3. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa ; dan 
4. mclakukan tugi,s-tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dcsa, 

sesuai deogan bidaog tugasoya. 

c. Kepala Urusao Perekonomian : 
I . mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidaog 

perekonomian ; 
2. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian ; 
3. menyiapkan bahan rapat Kepala Desa ; dan 
4. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa, sesuai 

dengao bidang tugasnya. 

d. Kepala Urusan Keuangao : 
l ). meogadminitrasikan keuangao desa ; 
2). menyiapkan bahan pertanggungjawabao keuangan desa ; dan 
3). melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa, scsuai 

dengan bidang tugasnya. 

' ' . 
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e. Kaur Umum : 
I . mengadminitrasikao perlengkapan dan inventaris kekayaan dc,a ; 
2. melakulam tata usa!ta desa ; dan 
3. mclakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesoai 

de<lgan bidang tugasnya. 

Pual 20 

Kepala Urusan mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan, pengumpulan 
dan pengolahan dJlta / infonnasi yang menyanglrut bidang tugasnya masing­
masmg. 

Bagian Ktempat 

Pelaksana 'felmls 

Pasal 2 .1 

Tugas pelaksana teknis melakulam kegiatan teknis lapangan dalam bidang 
tugasnya, yaitu : 

a. Pelaksana Telmis Keamanan, Kctenttaman dan Ketertiban: 
I. membantu pcrencana.an dan pelaksanaan tugas bidang kcamanan 

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 
2. membantu perencanaan dan penyelenggaraan pertahanan sipil ; dan 
3. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa, sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

b Pelaksana Telmis Keagamaan dan Adat Istiadat ; 
I . membantu perencaman dan pelaksanaan bidang keagamaan dan adJlt 

istiadat ; dan 
2. melakulam tugas-tugas Jain yang diberikan Kepala Desa, sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

c. Pclaksana Teknis Pertanian : 
I. membantu perenc:anaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis 

pertanian; 
2. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesuai 

dengan bidang tugasnya 

d. Pelaksana Teknis Pengairan : 
I . mcmbantu perenC81taan dan pelaksanaan teknis pensairan ; 
2. mengl(oordinir pelaksanaan pernbagian air ; dan 
3. meWrukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa sesua1 

dcngan bidang tugasnya. 

e. Pelaksana T eknis Pemungutan Pendapatan Desa : 
I. membantu merencanakan dan melaksanakan pemungutan 

pendapatan Desa sesuai Peraturan Desa ; dan 

2. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Oesa sesuai 
dengan bidang tugasnya . 

L 
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Pasal 12 

Fungsi pelaksana teknis melaksanakan kegiatan Peogumpulan dan 
Pe,,golaban data / infonnasi serta evaluasi yang menyangkut bidang telcnis 
IUgasnya. 

BagjaaKtlima 

Kepala Dusua 

Pasal 23 

Kepala Dusun atau sebutan lain mempunyai tugas membantu melak.sanakan 
tugas-tugas Operasional Pemerintah Desa dalam Wilayah Kerjanya sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 24 

Kepala Dusun atau dengan sebutan lain mempunyai fungsi : 

a. membantu melaksanakan tugas Kepala Desa ; 
b. melalcsanakan kegiatan Pemerintaban, Pembaogunan dan 

Ke,nasyarakatan serta Keten1raman dan Ketertiban ; 

c. melaksanakan keputusan dan Kebijak.an Kepala Desa ; 

d. membina dan meninglc.atkan swadaya dan kcrukunan masyarakat; 

e. melakukan kegiatan penyuluhan program Pemerintah. Pemaintah 
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ; dan 

f. melaksanakan IUgaS•tugas Jain yang di'berikan Kepala Desa seswii 
dengan bidang tuga.snya. 

BABV 

TATA 'KERJA 

Pasat 25 

( I) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan betsama BPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa bertanggung 
jawab kepada rakyat melalui BPD dan mcnyampaikan laporan meogenai 
pclaksanaan tugasnya kepada Bupati Semarang dengan tembusan 
Camat. 

(3) Dalam ha! Kepala Desa berhalangan, maJa, pclaksanaan tuga., dan fungsi 
Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa. 
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BAB VI 

KET.ENTUAN PERALIIIAN 

Pasal 26 

Dengan berlalrunya Peraturan Daerah ini, malca sebutan jabatan Perangkat 
Desa yang telah ada, di.sesuaikan dengan sebutao jabatan yang ada dalam 
Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang ditetapk1111 oleh Kepala Desa 
sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 

BABVIl 

KETENTUAN P.ENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Daerab ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerab ini dengan peoempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupat.,, 
Semarang. 

Ditetapkan di 
I 

Ung11Ian 
JO-JO~ .;(Oc>O 

G, 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAR KABIJPATEN SE!,iARANG 
NOMOR 5 TAHON 2000 

TENTANG 
PEDOMANSUSUNANORGANISASI DANTATAKERJAPEMERINTAHDESA 

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MARA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

I. UMUM. 
Bahwa dengan berlakun)'ll Undaog undang Nomor 22 Tamm 1999 tcntang Pemerintahan 

Daerah, khus11snya Pasal 111 yang met1entukan "Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkao 

dalam Peratunn Daerah Kabupateo, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah 
berdasarlam Undang-uodang ini", maka keluarlab Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 

1999 tcntang Pedoman Umum Pengaturan Mcngenai Desa. 
Salah satu Peraturan Dacrah Kabupaten Semarailg dalarn rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 111 Un.dang-undang Nomor 22 Tallun 1999 dan Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 
Tabuo 1999 terscl>ut diatas adal.ah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentaog Pedoman Sus,man 

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. 

IL PASAL DEMJ PASAL. 

Pasal I 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Ayal (I) 

Cukup jiel as 

Ayat (2) 

Dalarn hal Desa menentukao 3 (tiga) Kcpala Urusan, maka dapat dilakukan penggabuDl!l'I\, 
misalnya : 
I) Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum ; 
2) Kepala Urusan Pembaogunao ; dao 
3) Kep,ala Urusan Keuangan dan Umum. 
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Dalam hal Desa mencntukan 4 (empat) Kepala urusan, maka dapa1 dilakukan penggalmogan. 

misalnya : 
1) Kepala Urusan Pemeriniahan; 
2) Kepala Urusan Pembangunan ; 
3) Kepala Urusan Perekonomian ; dan 
4) Kepala Urusan Keuangan dan Umum. 

Ayat(3) 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Ayat (I) 

Rincian Pelak$ana T eknis 1ersebut tidak limitalife , artinya dimungkinkan adanya pelaksana 

Telmis Lain sesuai lcebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat. 

Aya1 (2) 

Cukupjelas 

Ayal (3) 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Ayat (I) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Jumlah Kepala Urusan, Pelalcsana Teknis dan Unsur Wilayah yang ada dalam bagan tidak 
mengika1 Desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan kemampuan Desa. 

Pasal 8 

Cukup jelas 
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Pasal 9 

Cukupjdas 

Pasal 10 

Cukupjclas 

hsal II 

Cukupjelas 

Paul 12 

Culcup jelas. 

Pasal 13 

Culcup jelas 

Pasal 14 

Huruf a 

Culcupje las 

Huruf b 

Cukupjelas 

Hurup c 
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Pembinaan yang dilakukan Kepa)a Desa lcbib bersifat aktil; menciptakan dan 

menumbuhkembangkan usaha perelconomian desa sesuai potensi desa. 

Huruf d 

Cukup jclas. 

Huruf e 

Cukupjclas 

Huruf f 

Cukupjelas 

, . .. 
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Huruf g 

Pasat l! 

Yang dimabud adil, tidak diskriminadf' adalah tidak membedaka.n manusia berdasarkan 
agama, suku, ras~ etnik. lrelompok. go~ status sosial, status ekonomi, jenis kelatnin, 

bahasa. dan keyakinao po1idk~ 

PasaJ 16 

Cukupjelas 

Pual 17 

Cukup j elas 

Pual 18 

Paul 19' 

. Cuhlp jela:." 

Pual 2:() 

Cukupjelu 

Cukupjelas 

CuJrup jef as 

Pasal 23 

Cukupjelas 

Pasal 24 

Cukupjelas 
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Paul 25 

Ayat (I) 

Culrupjelas 

Ayat (2) 

Culrup jelas 

Ayal (3) 
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Y aog dimaksud berhalangan adalah keadaan Kepala Desa yang sedang sakil, lidak berada di 
Desa atau sebab lain sehingga lidak dapal menjalankan rugas dan fung,inya sehari-hari sebagai 

Kepala Desa. 

Pasal 26 

Culrup jelas 

Pa.,al 27 

Cukup jelas 

. 0 - . 
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Ulfflpiran 
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URUSAN 
Kl!UAN-OAN 

URUSAN 
PBRllKONOMIAN 

I UNSUR I 
KAM''l'RAN'TIB 1 

UNSUR 
KBAOAMAAN 

DAN 
ADAT 

ISTIADAT 

UNSUR 
PSRT!OOAN 

UNSUR 
PENOAIRAN 

UNSIJR 
Pl'.MUNOUT AN 
PBNOAPATAN 
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KEPALA OUSUN ATAU DENOAN 
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